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TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP) PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

1. LATAR BELAKANG

a.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) adalah sebuah sistem yang menjaga
kesinambungan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pada Instansi
Pemerintah;

Berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Perjanjian Kinerja disusun sebagai
bentuk komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dengan pemberi
amanabh atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
Salah satu untur produktivitas kerja perangkat daerah adalah capaian kinerja
perangkat daerah yang diberikan berdasarkan laporan capaian kinerja Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah melalui SAKIP.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud: menyusun perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta dan mewujudkan komitmen antara Wali Kota dengan
Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur.

Tujuan:

a. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

b. Memperkuat kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar-Pegawai, dan
antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya;

c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

d. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan
kinerja perangkat daerah;

e. Memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap

individu dan desain strategi/program/kegiatan;



f. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. RUANG LINGKUP

a. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021-2026;

b. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman DPA Tahun
Anggaran 2025;

c. Seluruh Perangkat Daerah/UOBK/UPTD/UOBF/Kelurahan/Bagian/Satuan
Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta mengisi Perjanjian
Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan melalui aplikasi eSAKIP.

4. DASAR HUKUM

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Wali Kota Kota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta;

e. Peraturan Wali Kota Surakarta Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

f. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja
Pada Pemerintah Kota Surakarta; dan

g. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bidang Akuntan Negara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

5. ISI EDARAN
a. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja terdiri dari:
1) Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, dan PK);
2) Pengukuran Kinerja (instrumen Indikator Kinerja);
3) Pelaporan Kinerja (LK|IP); dan
4) Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja
b. Aplikasi e-SAKIP adalah aplikasi yang dibuat untuk mengintegrasikan proses
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta.
¢. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
1) Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.
2) Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berpedoman pada:



3)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 58
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Surakarta Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun
2021-2026; dan

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 136 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi:

a)
b)
c)
d)

e)

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

Pejabat Administrator;

Pejabat Pengawas;

Pejabat Fungsional Tertentu yang mendapat tugas tambahan sebagai
Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah; dan

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditetapkan sebagai
Pengendali/ Ketua Tim.

Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf angka 3) menyusun Perjanjian
Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2025 ditetapkan dengan berpedoman pada:

a)

b)

d)

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;



f)

g)

h)

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah;

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Daerah;

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat.

5) Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025 dengan kriteria kinerja utama waijib
memuat sasaran, indikator, dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
dengan memperhatikan pohon kinerja yang telah disusun;

6) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Sasaran
Kinerja Pegawai Tahun 2025 pada e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara;

7) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi:

a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli), mencakup:

b)

c)

d)

e)

(1) Indikator Kinerja Utama Kota dan target kinerja dalam RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2021-2026 sesuai bidang Staf Ahli (Bab 5);

(2) Total anggaran program Perangkat Daerah pada DPA Tahun
Anggaran 2025 sesuai bidang Staf Ahli.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah), mencakup:

(1) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan target kinerja dalam
RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Bab 5);

(2) Indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan/atau
Cascading Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah Tahun
2021-2026; dan

(3) Total anggaran program Perangkat Daerah pada DPA Tahun
Anggaran 2025.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretaris Daerah),

mencakup:

(1) Indikator dan target kinerja program dalam RPJMD Kota Surakarta
Tahun 2021-2026 (Bab 7) dan/atau Cascading Perubahan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan

(2) Total anggaran program Perangkat Daerah pada DPA Tahun
Anggaran 2025 yang terkait tugas dan fungsi asisten.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, mencakup:

(1) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan target kinerja dalam
RPJMD Tahun 2021-2026 Bab 5;

(2) Indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan/atau
Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026; dan

(3) Total anggaran program Perangkat Daerah pada DPA Tahun
Anggaran 2025.

Jabatan Administrator mencakup:



(1) Indikator kinerja sasaran program dan kegiatan dalam Cascading
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan target
kinerja program dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
(Bab 7);

(2) Indikator kinerja sasaran subkegiatan Ketua Tim di bawahnya dalam
Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 dan target kinerja subkegiatan dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

(3) Anggaran program dan kegiatan yang merupakan total anggaran
subkegiatan yang diampu berdasarkan tugas dan fungsi pada DPA
Tahun Anggaran 2025; dan

(4) Anggaran subkegiatan yang diampu berdasarkan tugas dan fungsi
Ketua Tim di bawahnya pada DPA Tahun Anggaran 2025.

f) Pejabat Fungsional yang ditetapkan sebagai pengendali mencakup:

(1) Indikator kinerja sasaran program dan kegiatan dalam Cascading
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan target
kinerja program dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
(Bab 7);

(2) Anggaran program dan kegiatan yang dicantumkan merupakan total
anggaran subkegiatan yang diampu berdasarkan tugas dan fungsi
pada DPA 2025; dan

g) Jabatan Pengawas serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
ditetapkan sebagai Ketua Tim mencakup:

(1) Indikator sasaran dan target kinerja subkegiatan dalam Cascading
Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
dan

(2) Anggaran subkegiatan yang diampu berdasarkan tugas dan fungsi
pada DPPA Tahun Anggaran 2025. Apabila pada anggaran
subkegiatan terdapat bantuan sosial dan hibah, agar dicantumkan
nominalnya di subkegiatan tersebut pada kolom keterangan.

h) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
huruf f disusun melalui aplikasi eSAKIP pada menu Perjanjian Kinerja
dengan memilih tahun 2025, disahkan tanggal 2 Januari 2025 dan
disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta cq. Kepala
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta paling lambat
tanggal 15 Januari 2025, meliputi:

(1) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a), b) dan d)
dalam bentuk printout rangkap 2 (dua) yang telah ditandatangani dan
dicap, untuk secara kolektif dimohonkan asman Wali Kota Surakarta;

(2) Soft copy dari scan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c), e), f) dan g) yang
telah ditandatangani pejabat yang berwenang dikirimkan melalui
email skaorganisasi@gmail.com.

d. MONEV SAKIP TAHUN 2025
1) Pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan
secara Triwulanan dan menjadi dasar pemberian Tambahan Penghasilan

Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025 Triwulanan berikutnya.

Untuk itu Perangkat Daerah agar:



a) menjaga keselarasan isian SIPPD dengan eSAKIP dengan memastikan
isian Renstra, Pohon Kinerja, dan Cascading pada eSAKIP telah sesuai
dengan dokumen resmi Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2021-2026;

b) melakukan pengisian Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Perubahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas (apabila memiliki DPA Pergeseran, DPA
Perubahan, dan pergantian jabatan);

c) melakukan pengisian dan analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2025 Triwulan 1, 11, Ill, dan IV, meliputi:

(1) Sasaran Strategis Perangkat Daerah;

(2) Program, Kegiatan dan Subkegiatan;

(3) Faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi
pencapaian kinerja program dengan memperhatikan CSF (Critical
Success Factors) yang telah dicantumkan pada saat menyusun
Pohon Kinerja

d) memastikan keterisian target dan realisasi seluruh indikator pada
perangkat daerah beserta UOBK/UPTD/UOBF/Kelurahan/Bagian/
Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangannya;

e) melakukan verifikasi data capaian kinerja Sasaran Strategis Perangkat
Daerah dengan mengunggah bukti dukung bertandatangan Kepala
Perangkat Daerah dan mengunggah surat validitas data.

2) Perangkat Daerah agar menyelaraskan analisis capaian kinerja Perangkat
Daerah dengan identifikasi risiko yang disusun berdasarkan CSF sebagai
pengendalian manajemen risiko operasional Perangkat Daerah,;

3) Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan Il merupakan
dasar penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025;

4) Perangkat Daerah agar melakukan upload Surat Validitas Data melalui
aplikasi eSAKIP paling lambat tanggal 5 pada bulan Januari, April, Juli
dan Oktober.

e. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERANGKAT DAERAH TAHUN

2026

1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 melalui
aplikasi eSAKIP pada menu Perjanjian Kinerja dengan memilih tahun 2026
dan jenis subkegiatan;

2) RKT sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada
Musrenbangkel.

6. PENUTUP

a. Apabila RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 telah ditetapkan maka
seluruh target kinerja akan mengacu dokumen dimaksud melalui PK
Perubahan.

b. Petunjuk pengisian dan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c,
d, dan e agar dilakukan melalui aplikasi eSAKIP yang dapat diakses pada
tautan: https://linktr.ee/SAKIPSKA2025.

¢. Penjelasan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi petugas pendamping
SAKIP sebagaimana terlampir.




Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian

disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Wali Kota Surakarta (sebagai laporan);
2. Arsiparis.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SURAKARTA,
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